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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksarmagmam dan kegiatan
diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkaf k&sejahteraan masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintaltushanampu menerapkan
sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembamgwegak dari perencanaan
hingga proses evaluasi . Pringgmod Governance atau kepemerintahan yang baik
merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam pemygégaan kepemerintahan
dengan bercirikan profesionalisme, transparan tiéfeffisien, akuntabel, demokratis

dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pufalkkinerja pemerintah,
maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk mjpmkan apakah sasaran atau
kegiatan telah berhasil dicapai yang kemudian lzerjafektif, efisien dan optimal
maka ditetapkan suatu pengukuran indikator kingrgtegis yang menjadi prioritas di
setiap instansi pemerintah sebagai suatu bentukajgpean sasaran sehingga
diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapatafgi sesuai dengan perencanaan
yang tertuang dalam RPJMD, Renstra,maupun Rengtgdath ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan apaiNegara Nomor
PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum penetapdikaiior kerja utama di
lingkungan instansi pemerintah, pemilihan dan psreet indikator kinerja utama
melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lerabasgtansi pemerintah yang
bersangkutan, maka pimpinan instansi pemerintalajiitan menetapkan indikator

kinerja utama.

1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penentuan indikator kinerja utama Dinas Tenagaakeéan Transmigrasi Kabupaten

Sumbawa Barat disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
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2.

Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaiaatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi yang digunakan unéwkaian kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Landasan Hukum

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentangcéRe Kerja
Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia T&00# Nomor 74,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod@s)4

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentamguBenan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (lgmb Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahamdaga Negara
Republik Indonesia Nomor 4406);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentarster®i Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indorfedian 2005 Nomor
138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesmadid4567);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentadgnfan Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LembaggardleRepublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaragafd Republik

Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentarep®ein Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Rdépubdonesia Tahun
2006 Nomor 25 , tambahan Lembaran Negara Repubtibnesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentatey Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (laeniMegara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaragatd Republik

Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentate Tara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran LembaramraNdgepublik

Indonesia Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Ri&pualdlonesia Nomor

4664);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RanB&mbangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
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10.

11.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang d{g@um, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negalmgseémana telah
beberapa kali terakhir diubah dengan PeraturanideresNomor 94 Tahun
2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan EnelNisimor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisas Tata Kerja

Kementerian Negara Republik Indonesia;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Peatee@ Pemberantasan

Korupsi;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Adhifitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
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2.1

2.2.

BAB I

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasi@ami suatu tujuan dan
sasaran strategis operasional, setiap lembaga iastansi pemerintah wajib
merumuskan indikator kinerja utama sebagai suabirifas program dan kegiatan
yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMReatestra Organisasi Perangkat
Daerah.

Indikator kinerja utama pada unit organisasi sétmd=selon 1l/ SKPD/ Unit
Kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikataglu&ran (output) untuk
mendukung pencapaian sasaran strategis.

Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama
Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenutaikkeristik dan kriteria
indikator kinerja yang memadai untuk pengukuraneka Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yaitu:
1. Spesifik
Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada agagyakan diukur, sehingga

mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable
Indikator kinerja harus dapat diukur secara obydidik yang bersifat kuantitatif

maupun kualitatif.

3. Achievable
Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat digulikkan datanya oleh

organisasi.

4. Relevant
Indikator kinerja harus merupakan alat ukur yangnggambarkan sedekat

mungkin ( keberhasilan/ kegagalan) yang akan dr.uku

5. Timelines
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Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkantusuanerja yang dapat
dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mundhkuiikator Kinerja juga

fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan

Dalam penetapan dan pemilihan indikator kinerja mata hendaknya
mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

1. Adanya keselasaran dan mengacu pada Dokumen RPRbt3fra dan Kebijakan
Umum.

Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.

Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakianntabilitas Kinerja.
Kebutuhan statistik Pemerintah.

a kM 0D

Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.
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BAB I

GAMBARAN UMUM

3.1. Visi

3.2.

Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat yang keddapai oleh
Kepala Daerah pada periode 2016-2021 adélamwujudnya Pemenuhan Hak-
Hak Dasar Masyarakat yang Berkeadilan Menuju Kabupden Sumbawa Barat

Sejahtera Berlandaskan Gotong Royong”
Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengaenamarkan
keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil gydebih baik, inovasi dan
fleksibilitas serta meningkatkan semangat bagi piap dan seluruh staf unit kerja.
Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabup&embawa Barat dituangkan

dalam pernyataan sebagai berikut :

3.2.1. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan/kompetgas pencari kerja,
dengan menggiatkan kegiatan pelatihan di BalahbatiKerja.

3.2.2. Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial anp@raerintah, perusahaan
dan pekerja.

3.2.3. Meningkatkan sarana prasarana dan kemandirian oslaya ekonomi warga
transmigrasi.

3.2.4. Meningkatkan ketertiban dan kelancaran pelayananpgaataan administrasi

perkantoran.

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 20té&ntge Pembentukan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Bar&edaturan Bupati Nomor
49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan OrganiBagas Pokok dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten SwakBarat. Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat puayai tugas pokok dan

fungsi melakukan penyusunan dan pelaksanaan kahigd&erah diantaranya :
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1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten SumbBarat
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintaleaahdaerdasarkan azas
otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga #andransmigrasi.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok sebagaiteesebut di atas, Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakarsisetpagai berikut :

1) Perumusan kebijakan teknis dinas sesuai denganjakehbnaan yang
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan pangidndangan yang
berlaku.

2) Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatega Kkerja,
pengawasan dan hubungan industrial.

3) Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegatsmigrasi.

4) Pemberian perijinan dan pelayanan umum.

5) Pengelolaan urusan ketatausahaan.

6) Pembinaan dan pengelolaan Unit Pelaksana TeknesDin

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin olebrang Kepala

Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dina weglaksanakan urusan

rumah tangga daerah dalam bidang tenaga kerjaraasnigrasi yang menjadi

tanggung jawabnya dengan dibantu oleh Sekretana<Ddan Kepala Bidang.

Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang dibantu olehakefub Bagian dan Kepala

Seksi. Masing-masing memiliki tugas dan fungsi gabaana berikut :

1.1. Sekretaris Dinas

a. Tugas :

Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok membantwaldePinas dalam
menyusun kebijakan, memimpin, mengkoordinasikaarmebidang dan Unit

Pelaksana Teknis Dinas.

b. Fungsi:

1) Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pergusencana, program
kerja dan pelaporan.

2) Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapskah dinas dan
kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas.

3) Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kep&gaw

4) Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kemanga

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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1.1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas :
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugaskpolelaksanakan
urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga,emmkaépan, surat
menyurat, kearsipan, kehumasan, perjalanan dimagpeémeliharaan barang

inventaris.

b. Fungsi :

1) Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, rumah tapgdangkapan, naskah
dinas, kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas.

2) Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan urasam alan kepegawaian.

3) Penghimpun bahan dan pengelolaan urusan umum gegdwaian.

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.2.Sub Bagian Koordinasi dan Penyusunan Program dan Kengan

a. Tugas :
Sub Bagian Koordinasi dan Penyusunan Program daar@n mempunyai
tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyustgrasana dan
program Kkerja, pengumpulan dan analisa data, pelapopenyusunan
anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, peamhukverifikasi dan

pengurusan pembendaharaan.

b. Fungsi:

1) Pelaksanaan pengelolaan urusan perencanaan darg&eua

2) Penyiapan bahan dan penyusunan rencana, progrgampenyusun anggaran
dan pelaporan.

3) Penghimpun bahan pengelolaan urusan perencanaan.

4) Pengelolaan administrasi pembukuan keuangan.

5) Pelaksanaan verifikasi dan pengurusan pembendaharaa

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.3. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pelatihan
Produktivitas
1. Tugas:
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan PelatPrauktivitas

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bgheagman dan
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petunjuk teknis pembinaan, pelaksanaan penyalusianpdnempatan tenaga

kerja, perluasan kerja serta pelatihan produksgvita

b. Fungsi:

1) Pelayanan Informasi Pasar Kerja (IPK).

2) Pelayanan penempatan tenaga kerja antar pekegha AJKAD dan AKAN.
3) Pelayanan perijinan dan pembinaan lembaga tenajgaskeasta.

4) Pembinaan pelaksanaan Bursa Kerja.

5) Melaksanakan pengembangan dan perluasan kesempgtan

6) Pengendalian kegunaan tenaga kerja asing.

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.4. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan PerlindunganTenaga Kerja

a. Tugas :
Kepala Bidang Hubungandustrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan damyulpdan,
penyelesaian hubungan industrial dan pemutusan nigalou kerja,
perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan pesesjzai dengan ketentuan

yang berlaku.

b. Fungsi :

1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial damupusan hubungan
kerja.

2) Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan bidangeketicerjaan.

3) Penghimpun dan pengolahan data untuk bahan penetéphijakan
pengupahan.

4) Pelaksanaan perlindungan tenaga kerja.

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.5. Kepala Bidang Transmigrasi
a. Tugas :
Kepala Bidang Transmigrasi mempunyai tugas pokoKaksanakan
penyelenggaraan transmigrasi yang meliputi peneampatvarga
transmigrasi, penyiapan rencana sarana dan prasat@wasan

transmigrasi, pembinaan dan pemberdayaan wargantrgrasi.
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b. Fungsi :

1) Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi warga trarasnigr

2) Penyiapan lahan sarana dan prasarana pemukimamiguasi.
3) Pembinaan dan pemberdayaan usaha social budagmigaasi.
4) Pembinaan unit pemukiman transmigrasi.

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.6. Kepala Seksi Pelatihan Produktivitas

a. Tugas :
Kepala Seksi Pelatihan Produktivitas mempunyai gugpokok
melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petehjik pembinaan,
pelaksanaan pelatihan produktivitas tenaga kergaberian ijin dan

pengawasan lembaga kursus/pelatihan.

b. Fungsi:

1) Pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan pemagangaateerja.
2) Pelaksanaan penyuluhan Calon Tenaga Kerja Indo(€§i4l).
3) Pemberian ijin dan pengawasan lembaga kursus/pehati

4) Meningkatkan produktivitas kerja.

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.7. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja

a. Tugas :
Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyais tymgekok
melaksanakan fasilitasi penyaluran tenaga kerjgalemempertemukan
pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja unta&npeatan di dalam

dan luar negeri yang dilakukan oleh PemerintahSiaasta.

b. Fungsi:
1) Penyelenggaraan Bursa Kerja.
2) Pelaksanaan penempatan tenaga kerja AKL, AKAD deAM

3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.8. Kepala Seksi Hubungan Industrial

a. Tugas :

Qndikator ‘7Gne'g'a Utama eDiAnakett‘mnA Kab. umbawa oBa‘tat 2078 - 20271 12



Kepala Seksi Hubungan Industrial mempunyai tuga®lponelaksanakan
penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pesaiah perselisihan
hubungan industrial dan hubungan kerja, penyulyleaaturan perundang-
undangan ketenagakerjaan dan bimbingan/penyuluharbunigan

industrial.

b. Fungsi:

1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial @ganpusan hubungan
kerja.

2) Pelaksanaan penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
Ketenagakerjaan.

3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.9. Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja
a. Tugas :
Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja mempunygastupokok
melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petehjik pembinaan,
perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan pekesjsai ketentuan yang

berlaku.

b. Fungsi:

1) Peningkatan dan pembinaan serta perlindungan tekaga melalui
lembaga kerjasama (LKS) di Perusahaan.

2) Pelaksanaan monitoring an evaluasi terhadap pexasahdalam
pelaksanaan dan penerapan Peraturan Perundanggandan
Ketenagakerjaan.

3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.10. Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi
a. Tugas :
Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi nmmapuugas
pokok melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bdhandata,

penyiapan lahan sarana dan prasarana rencana peamukansmigrasi.

b. Fungsi:

1) Pelaksanaan pendaftaran dan penyelesaian cal@migaasi.

Qndikator ‘7Gne'g'a Utama eDiAnakett‘mnA Kab. umbawa oBa‘tat 2078 - 20271 13



2) Penyelenggaraan urusan transito dan pengangkatasmirgrasi.
3) Penyiapan lahan sarana dan prasarana permukinmsmigaasi.

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.11. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi
a. Tugas :
Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi omgaiptugas
pokok melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepzatayarakat
transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi serta pedaydnbidang sosial
budaya masyarakat transmigrasi.

b. Fungsi:

1) Pelaksanaan pembinaan usaha sosial budaya traasmigr

2) Pembinaan unit permukiman transmigrasi.

3) Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kepada miagy@aasmigrasi.
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Lahan Kerja
a. Tugas :
Kepala UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugasgsoielaksanakan

sebagian tugas operasional Dinas di bidang ketkeggan.

b. Fungsi:

1) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pergusuencana
program kerja dan pelaporan.

2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi UPTD.

3) Pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi tenaga kiam pencari kerja
sesuai dengan kompetensi.

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
a. Tugas :
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokakksanakan

penyiapan bahan pengelolaan administrasi UPTD.

b. Fungsi:
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1) Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan petapora
2) Pelaksanaan urusan administrasi penyelenggaraaiihpel.

3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.2. Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan
1.2.1Tujuan

Tujuan dijabarkan untuk menentukan program dan ategi Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang akan dilakukaand 5 (lima) tahun
kedepan. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Bif@naga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat selama @20l s/d 2021 adalah :

1.2.1.1. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

1.2.1.2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi.

1.2.1.3. Mewujudkan pelayanan manajerial yang prima dan taah.

Tujuan ini terbagi dalam dua bidang dan satu bagatu bidang tenaga kerja
dan transmigrasi dan bagian sekretariat sertal#aflD Balai Latihan Kerja.

1.2.2. Sasaran

Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalangimplementasikan

tujuan rencana jangka menengah pelayanan adalah :

1.2.2.1. Meningkatnya profesionalitas para penrcija.

1.2.2.2. Meningkatnya keselarasan/keterpaduan lgalouimdustrial antara
Pemerintah, Perusahaan dan Pekerja.

1.2.2.3. Meningkatnya pembangunan dan kemandiasialsbudaya ekonomi
Masyarakat transmigrasi.

1.2.2.4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja intéfharangkat Daerabh.

Sasaran ini mengarah kepada rencana program datdteima tahun ke depan

yang sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2.3. Arah Kebijakan

Adapun arah kebijakan yang sesuai dengan tujuansdsaran pembangunan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupatenltawa Barat adalah :

1. Kerjasama/koordinasi dengan Pemerintah Pusat daeritgah Provinsi.

2. Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.
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3. Kerjasama/koordinasi dengan Perusahaan, SerikatjR&kerikat Buruh.
4. Kerjasama/koordinasi dengan Instansi/Pihak terkait.

5. Kerjasama dengan Stake Holder.
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BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayaguxzeaatur Negara Nomor
PER/ 20/M.PAN/11/2007 . tentang Pedoman Penyustnma@ikator Kinerja Utama (I K U )
bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetdgd dalam rangka meyakinkan
kehandalan informasi yang disajikan dalam lapor&nmabilitas Kinerja sebagai parameter
terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkbandRPJMD dan Renstra masing masing

unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan $mamgrasi Kabupaten Sumbawa
Barat 2018-2021 merupakan acuan ukuran Kkinerja yadiggnakan untuk menentukan
keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategitgéaigtersusun dalam RPJMD dan Renstra

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten SwanBarat.
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e PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jin. Bung Hatta No.04 Komplek KTCT-aliwang

Kode Pos : 84355

KEPUTUSANKEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2018 - 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Kketentuapasal 3 dan pasal 4
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparaturgara Nomor:
PER/09/M.PAN/5/201tentang Pedoman Umum Penetapan Indik
Kinerja Utama di lingkup Instansi Pemerintah, malkeerlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IK!

b. Bahwa berdasarkan pertimbangasebagaiman. dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan KeputukKepala Dinas Tenaga Kerja d
TransmigrasiKabupaten Sumbawa Barat tentang Indikator Kin
Utama

Mengingat : 1. Undan-Undang Nomor 30 Tahun 2003entang Pembentuk:

Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggarat;

2. Undan¢-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembent

Peraturan Perunda-undangan;

3.  Undan¢-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah B
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhigaserndang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kettaa
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembridé&rah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemkant®aerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhigaserndang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedizs A
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembéanta
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentamgeR#aan
Keuangan Daerah;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang PRetaa
Pemberantasan Korupsi;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Addihitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20&ftang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimahadiebah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 ihaR007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam riNaigenor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangaa)ae
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatuarblégomor :
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penethqohikator
Kinerja Utama di Lingkup Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatuarblégomor :
PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunarkahod
Kinerja Utama;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupatebawa
Barat Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomorh8nTa012

tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupate
Sumbawa Barat Tahun 2016-2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomorh8nT2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahnTAahggaran
2018;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

15. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Non92 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja D&Kabupaten

Sumbawa BarcTahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2018 — 2021

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum rmdalampiran
keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yiggnakan oleh Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menetapkandenierja Tahunan,
menyampaikan Renna Kerja dan Anggaran, menyusun Dokur
Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitagefa serta
melakukan Evaluasi Pencapaian Kine

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Ewaluserhadap
Pencapaian Kinerja dilakukan oleh setPimpinanPerangkat Daeri dan
disampaikan kepada Bupati Sumbawa B

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetap

Ditetapkan di Taliwang
Pada Tanggal

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

—pe L

H.ABDUL HAMID, S.Pd., M.P«
Pembina Utama Muda (1V/
NIP. 19690220 198903 1 O
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INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2021

PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SASARAN INDIKATOR FORMULA PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 5

Meningkatnya profesionalitas para Persentase angkatan kerja yang Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerJaX 100% Dinas Nakertrans
0

pencari kerja mendapatkan kesempatan kerja Jumiah angkatan kefja

Jumlah perusahaan yang patuh terhadap hukum dan

Meningkatnya -
norma ketenagakerjaan
keselarasan/keterpaduan hubungan o

: . . Persentase kepatuhan hukum dan X 100% .

industrial antara Pemerintah, it Dinas Nakertrans
. norma ketenagakerjaan Jumlah Perusahaan
Perusahaan dan Pekerja
Meningkatnya pembangunan dan . Jumlah pembangunan transmigrasi

Persentase peningkatan pembangunan X 100% Dinas Nakertrans

kemandirian sosial budaya ekonomi . ]
. ) transmigrasi . .
masyarakat transmigrasi Jumlah masyarakat transmigrasi

Taliwang, Maret 2018
Kepala Dinas Nakertrans
Kabupaten Sumbawa Barat,

4l

H. ABDUL HAMID, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690220 198903 1 005
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